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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 93 TAHUN 2019 

TENTANG 

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan 

Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Probolinggo;   

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang 

Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum; 
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23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang 

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan 

Umum; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2008 Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 

Nomor 11); 

30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 

31. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum Pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 39), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Probolinggo Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2013 Nomor 14); 

32. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 87); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem 

yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

daerah pada umumnya. 

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah 

pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 

untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.  

7. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-

BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan 

PPK- BLUD.  

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah 

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku 

Bendahara Umum Daerah.  

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah 

sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja pada Dinas.    

10. Pejabat pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab 

terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat 

keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.  

11. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas. 

12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD 

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan 

yang tidak perlu dibayar kembali.  

13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.  
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14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar 

untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.  

15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah 

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, 

target kinerja dan anggaran suatu BLUD.  

16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian 

pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.  

17. Tata Kelola BLUD Puskesmas adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola 

BLUD Puskesmas.  

18. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan 

oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perorangan. 

19. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi 

timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum 

Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat.  

 

Pasal 3 

(1) Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 merupakan pedoman bagi Puskesmas dalam menerapkan PPK-BLUD. 

(2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat : 

a. kelembagaan,  memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung 

jawab, hubungan kerja dan wewenang; 

b. prosedur kerja, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme 

kerja antarposisi jabatan dan fungsi;  

c. pengelompokan fungsi, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi 

pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas 

pencapaian; dan  

d. pengelolaan sumber daya manusia, memuat kebijakan mengenai 

pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat.  
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Pasal 4 

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan; 

b. Bab II Struktur Organisasi; 

c. Bab III Prosedur Kerja; 

d. Bab IV Pengelompokan Fungsi yang Logis; 

e. Bab V  Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan 

f. Bab VI  Penutup. 

 

Pasal 5 

Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan Pola Tata Kelola Badan 

Layanan Umum Daerah pada Puskesmas.  

 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   21  Mei  2019 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal       21  Mei  2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 93 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 


